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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian laporan 

keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada : (1) 

PSAK No 45, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, dan (3) 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 di RSUD Kota Yogyakarta. 

Lokasi penelitian ini adalah RSUD Kota Yogyakarta yang beralamat di 

Jalan Wirosaban Barat No 1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, 

dengan subyek penelitian Staf Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan membandingkan antara teori 

dengan praktik dalam penyusunan laporan keuangan organisasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada 2 indikator dalam laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, 

namun secara umum RSUD Kota Yogyakarta sudah menerapkan PSAK No. 45 

dalam laporan keuangannya dengan baik. (2) RSUD Kota Yogyakarta telah 

menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi BLU yaitu 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri 

Keuangan No 76/PMK.05/2008; dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit 

menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. 

 

Kata Kunci: Penerapan PSAK No.45, Pelaporan Keuangan, Organisasi Nirlaba,  

Badan Layanan Umum, Rumah Sakit. 
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ANALYSIS APPLICATION OF PSAK NO 45 ABOUT FINANCIAL REPORT 

OF NONPROFIT ORGANIZATION FOR HOSPITAL IN PUBLIC SERVICE 

AGENCY 

 ( The Study in Regional General Hospital of Yogyakarta ) 
 

By : 

IDA BAGUS MADE CAHYA RESTU AJI 

12812144044 

 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the financial statements of Regional Hospital 

(RSUD) of Yogyakarta based on (1) PSAK No. 45, (2) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, and (3) Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010 at The Regional General Hospital of Yogyakarta. 

The study was conducted in Regional General Hospital of Yogyakarta which 

located at West Wirosaban Street No 1, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY 

with research subject is finance and accounting staff division of Regional General 

Hospital of Yogyakarta. Data collection techniques were used that trough 

documentations and interviews. Data analysis method used in this study is 

descriptive qualitative by comparing the theories and the practice in the 

preparation of financial statements organization.  

The results showed that (1) there are 2 indicators in the financial statements 

of Regional General Hospital of Yogyakarta do not accordance with PSAK No.  

45, but in generally, Regional General Hospital of Yogyakarta has applied PSAK 

No. 45 in it’s financial statements well; (2) Regional General Hospital of 

Yogyakarta has provided the financial statements based on regulation for public 

service agency (BLU) that is the guidelines of accounting and financial reporting 

of public service agency according to Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.05/2008 and Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. 

 

Keyword : The Application of PSAK No. 45, Financial Reporting, Non Profit 

Organization, Public Service Agency, Hospital 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket 

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-

Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: 

orientasi pada hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas dan transparansi. 

Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh 

pemerintah.  

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. 

Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai 

sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. 

Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, 

akuntabel dan transparan. Rumah Sakit Pemerintah sebagai salah satu jenis 

Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan 

kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada 

kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Perkembangan 

pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional 

sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain 
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bahwa Rumah Sakit Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga 

akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian 

biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena 

dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, 

sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah 

penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. 

Rumah Sakit Pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak 

lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Melalui Keputusan 

Walikota Yogyakarta No.423/Kep/2007 pada tanggal 12 September 2007, 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai BLUD 

(Badan Layanan Umum Daerah). Dipandang dari segmentasi kelompok 

masyarakat, secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

sebagai rumah sakit pemerintah berstatus Badan Layanan Umum Daerah 

merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke 

bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke 

atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut 

untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan 

menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena 

rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan 

menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi 

rumah sakit yang murah dan bermutu. 
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Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Ditinjau dari 

mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, 

sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service 

agency dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat 

sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat 

dan sebagai investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit 

yang otonom. 

Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

rightsizing (cut the government), corporatization dan privatization. Namun 

tidak semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang 

otonom dengan pola di atas. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang 

otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan 

pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, 

pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, 

pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi, 

pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu 

kegiatan yang tidak bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom antara 

lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, 

penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.  

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan 

pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan 

pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka 
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macam. Sesuai pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara disebutkan :  

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktifitas"  

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No. 23 

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  

Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa :  

“Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa”.  

Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai 

peraturan pelaksanaan dari pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 

yang menyebutkan bahwa : 

“BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 

prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat”.  

Sedangkan Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, 

yaitu : 

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/ 

pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang 

pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi 
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induk yang bersangkutan dan tidak terpisah secara hukum dari instansi 

induknya.  

2. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum 

kepada pimpinan instansi induk.  

3. BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian 

keuntungan.  

4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah. 

5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.  

Dari uraian definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa 

BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu :  

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari 

kekayaan Negara. 

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.  

3. Tidak mengutamakan pencarian laba.  

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala 

korporasi. 

5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan 

pada instansi induk.  

6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara 

langsung.  

7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri 

sipil.  

8. BLU bukan subyek pajak.  
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Sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan 

produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya 

yang membedakan pengelolaan BLU dengan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu :  

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang 

tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk 

menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.  

3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri 

Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung 

jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.  

4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh 

pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh 

kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang 

pemerintahan yang bersangkutan. 

5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.  

6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan 

kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/ 

lembaga/ pemerintah daerah.  
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7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang 

diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.  

8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja 

yang bersangkutan.  

9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan 

lain.  

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.  

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi 

menjadi 3 kelompok, yaitu :  

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, 

lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.  

2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas 

pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet).  

3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana 

bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan 

tabungan pegawai.  

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu 

unit pemerintah menjadi BLU yang melayani masyarakat tetapi tingkat 

pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif 

dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan 

diberikan.  
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Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. 

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para 

anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun 

dari organisasi tersebut.  

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul 

transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi 

bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik 

organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali 

sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa 

organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba tersebut 

mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari 

pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran 

jumlah aset, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja 

penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti 

kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki 

karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umunya.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :  

"Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi 

Indonesia”  
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Maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan 

keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi 

dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba 

meliputi :  

1. Laporan Posisi Keuangan  

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas  

4. Catatan atas Laporan Keuangan  

Berdasar uraian di atas dan mengingat pentingnya menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi stakeholder maka penulis 

dalam penyusunan laporan skripsi mengambil judul "Analisis Penerapan PSAK 

No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit 

Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Yogyakarta)”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar tercapai suatu 

pembahasan yang terperinci, maka dalam penelitian ini terdapat identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan memiliki banyak kegunaan bagi sebuah perusahaan atau 

lembaga sehingga perlu standar baku dalam penyajian laporan keuangan. 

2. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar yang berlaku 

menimbulkan bias penafsiran. 

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta termasuk organisasi 

nirlaba yang perlu menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang 

berlaku di Indonesia yaitu PSAK No. 45. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta telah menerapkan 

PSAK No. 45 dalam pembuatan laporan keuangan namun belum pernah 

dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada dan supaya pembahasan 

masalah lebih terfokus serta spesifik maka dibutuhkan pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah yang akan dibahas, yaitu membatasi pada 

pembahasan tentang pencatatan dan laporan keuangan yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi 

akuntansi Indonesia, dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai 
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adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba serta ketentuan yang berlaku bagi 

Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; 

dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010 sebagai variabel pembanding dan laporan keuangan 

yang dianalisis adalah laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2014 

saja. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 45 pada penyajian laporan keuangan 

RSUD Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU 

menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 pada penyajian 

laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta? 

4. Apakah penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan PSAK No. 45? 

 



12 
 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab 

permasalahan yang ada, yaitu :  

1. Menganalisis penerapan PSAK No. 45 pada penyajian laporan keuangan 

RSUD Kota Yogyakarta. 

2. Menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU 

menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 pada penyajian 

laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta. 

3. Menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta. 

4. Mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan di RSUD Kota 

Yogyakarta dengan PSAK No. 45. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat 

diperoleh antara lain : 

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berstatus Badan Layanan 

Umum  

a. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan PSAK No. 45.  
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b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum 

yaitu berorientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan 

transparan. 

2. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan 

dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan 

Layanan Umum.  

3. Bagi Pembaca 

a. Sebagai sumber informasi mengenai penyajian laporan keuangan yang 

dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta  

b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, 

khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.  

4. Bagi Penulis  

Melakukan Link and Match antara teori yang diperoleh dengan 

praktik akuntansi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Standar Akuntansi Keuangan  

Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang 

dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan 

memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman 

umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. 

Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan 

perusahaan yang bersangkutan.  

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan 

konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi 

para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar 

dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi 

Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. 

Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite 

Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar 

Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali 
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terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus 

konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2009). 

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar 

Akuntansi Keuangan yaitu:  

a. Pengakuan unsur laporan keuangan 

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi 

definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca 

atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut 

dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke 

dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu 

unsur diakui jika :  

1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.  

2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal.  

b. Definisi elemen dan pos laporan keuangan  

c. Pengukuran unsur laporan keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui 

setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. 

Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu.  

d. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan 

keuangan  
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Menurut Belkaoui (2000) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan 

karena: 

a. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang 

posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. 

Informasi ini dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat 

dibandingkan.  

b. Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan 

tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan 

dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan 

dalam membuktikan keabsahan laporan ini.  

c. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel 

dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan 

perusaahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi 

ekonomi, dan sasaran lainnya.  

d. Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara 

seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun 

sekedar menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak 

kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih 

baik dari bersikap apatis.  

 

2. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar 

khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat 
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berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. 

Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi 

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang 

lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang 

bersangkutan.  

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba 

timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam 

organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk 

organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut 

mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya 

dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya 

pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi 

ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan 

organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Berikut ini 

adalah pengertian-pengertian menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 45 :  

a. Tujuan Laporan Keuangan  

Tujuan Iaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan 

untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, 

kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi 
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nirlaba. Pihak pengguna Iaporan keuangan organisasi nirlaba memiliki 

kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2009) :  

1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk 

terus memberikan jasa tersebut.  

2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari 

kinerja mereka.  

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas 

laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:  

1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.  

2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai 

dan sifat aktiva bersih.  

3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu 

periode dan hubungan antara keduanya.  

4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, 

memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya 

yang berpengaruh pada likuiditasnya.  

5) Usaha jasa suatu organisasi.  

b. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba  

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:  

1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan 

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui 
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hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan 

posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, 

menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas 

keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi 

tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan 

kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang 

relatif homogen.  

a) Klasifikasi Aktiva Bersih 

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing 

kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh 

penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara 

temporer, dan tidak terikat. Pengertian istilah yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

(1) Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber 

daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya 

tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi 

diizinkan untuk menggunakan semuanya atau sebagian atau 

manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya 

tersebut.  

(2) Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber 

daya oleh penyumbang yang menetapkan, agar sumber daya 

tersebut dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai 

dengan terpenuhinya keadaan tertentu.  
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(3) Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya 

dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan 

tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.  

(4) Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang 

penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh 

penyumbang.  

Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan 

jasa, penjualan barang, sumbangan dan deviden atau hasil investasi, 

dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan 

terhadap penggunaan Aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari 

sifat organisasi, lingkungan operasional, dan tujuan organisasi yang 

tercantum dalam akta pendirian dan dari perjanjian kontrak dengan 

organisasi lain. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut 

umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.  

2) Laporan aktivitas 

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat 

permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. 

a) Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi 

mengenai:  

(1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah 

dan sifat aktiva bersih,  

(2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan  
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(3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 

berbagai program atau jasa.  

b) Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian 

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva 

bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh 

penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva 

bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva 

bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, 

tergantung pada ada tidaknya pembatasanya. Dalam hal sumbangan 

terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang 

sama, dapat sajikan sebagai sumbangan tidak terikat sebatas 

disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan 

akuntansi.  

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang 

diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai 

penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika 

penggunaannya dibatasi.  

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian 

dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya 

klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. 

c) Informasi Pemberian Jasa 

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus 

menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi 
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fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan 

aktivitas pendukung. Klasifikasi fungsional bermanfaat untuk 

membantu para penyumbang, kreditur dan pihak lain dalam menilai 

pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping 

penyajian klasifikasi penyajian beban secara fungsional, organisasi 

nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai 

beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan 

aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima 

manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan 

dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program 

utama.  

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program 

pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung meliputi 

manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan 

anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, 

manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan 

aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan 

administrasi, kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana, 

pengadaan daftar alamat penyumbang, pelaksanaan acara khusus 

pencarian dana, pembuatan penyebaran manual, petunjuk dan 

bahan lainnya, dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka 

pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. 
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Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggotan 

baru, pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.  

3) Laporan arus kas untuk satu periode laporan  

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 

Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas 

kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang 

dijalankan pusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  

a) Aktivitas operasi. 

Mencakup penjualan dan pembelian atau produksi barang dan jasa, 

termasuk penagihan pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau 

karyawan dan pembayaran item-item seperti sewa, pajak, dan 

bunga. 

b) Aktivitas investasi. 

Mencakup perolehan dan penjualan aktiva jangka panjang untuk 

berbagai investasi jangka panjang.  

c) Aktivitas pendanaan. 

d) Mencakup pengadaan sumber daya dari pemilik serta kreditur dan 

pengembalian jumlah yang dipinjam.  

4) Catatan atas laporan keuangan  

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan 

penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi 
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keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi 

tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman 

yang paripurna atas laporan keuangan entitas nirlaba. Informasi dalam 

catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain: 

a) Pendahuluan 

b) Kebijakan akuntansi 

c) Penjelasan atas pos-pos neraca 

d) Penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas 

e) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas 

f) Kewajiban kontinjensi 

g) Informasi tambahan serta pengungkapan lainnya 

c. Basis Akuntansi  

1) Akuntansi berdasarkan kas (cash basis)  

Pendapatan dicatat hanya bila kas diterima dan beban dicatat hanya 

bila kas keluar  

2) Akuntansi berdasar akrual (accrual basis) 

Mengakui dampak transaksi terhadap laporan keuangan dalam periode 

waktu ketika pendapatan dan beban terjadi. Oleh karena itu 

pendapatan dicatat pada waktu diterima dan beban dicatat pada waktu 

terjadi, tidak perlu ketika kas berpindah tangan 

3) Akuntansi berdasarkan kas yang dimodifikasi  

Merupakan campuran atas dasar kas dan aktual, yaitu metode yang 

digunakan oleh perusahaan jasa. Pengeluaran yang mempunyai umur 
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ekonomis lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai harta dan 

disusutkan selama tahun-tahun mendatang. Beban dibayar di muka 

dan ditangguhkan, dan dikurangi hanya dalam tahun saat hal itu 

digunakan, sedangkan beban yang dibayar sesudah tahun terjadinya 

(beban yang masih harus dibayar) dikurangi hanya dalam tahun 

dibayarkan.  

Pengukuran Pendapatan  

Pendapatan harus memenuhi 2 kriteria untuk dapat dicatat dalam 

laporan keuangan periode tertentu, yakni:  

a) Dihasilkan  

Untuk pendapatan yang akan dihasilkan, barang dan jasa harus 

secara penuh diserahkan. Bukti hal itu biasanya berupa pengiriman 

kepada pelanggan. 

b) Direalisasikan  

Pendapatan direalisasikan ketika kas atau klaim diterima dalam 

pertukaran dengan barang dan jasa.  

Penandingan dan Konversi Biaya  

Beban diakui dan dicatat dalam laporan keuangan periode yang 

bersangkutan dimana manfaat ekonominya dikonsumsi atau 

digunakan. Beban setiap periode dapat dibagi menjadi 2 jenis:  

a) Yang dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam periode 

yang sama dengan pengeluaran.  

b) Yang dikaitkan dengan periode waktu itu sendiri.  
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3. Pengertian Badan Layanan Umum  

Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:  

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas”.  

Secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan 

Layanan Umum, yaitu:  

a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari 

kekayaan Negara.  

b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.  

c. Tidak mengutamakan pencarian laba.  

d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala 

korporasi. 

e. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan 

pada instansi induk.   

f. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara 

langsung.  

g. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri 

sipil.  

h. BLU bukan subjek pajak.  
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Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut. BLU 

dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan organisasi 

yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/ BUMD). 

Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:  

a. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

b. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang 

tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk 

menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.  

c. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri 

Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang 

bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.  

d. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh 

pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh 

kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas 

bidang pemerintahan yang bersangkutan.  

e. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.  

f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan 

kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian 

negara/ lembaga/ pemerintah daerah.  
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g. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang 

diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.  

h. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja 

yang bersangkutan.  

i. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan 

lain.  

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.  

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja 

suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani 

masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan 

cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut 

dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.  

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum 

terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:  

a. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah 

sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. 

b. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita 

pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet). 

c. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana 

bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman 

dan tabungan pegawai.  
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Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. 

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh 

sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. Organisasi nirlaba sumber daya dari sumbangan para anggota 

dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari 

organisasi tersebut.  

4. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum  

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi 

Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur 

ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan 

Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan 

Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Badan Layanan Umum.  

5. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi organisasi Badan Layanan 

Umum berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik untuk memberikan 

layanan yang bermutu dan berkesinambungan, Pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Badan Layanan 

Umum yaitu:  
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a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4400);  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502);  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

g. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;  
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h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;  

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;  

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka status 

rumah sakit pemerintah kini berubah menjadi Badan Layanan Umum. 

6. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum 

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang- 

Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang ditetapkan 

sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi refomasi 

keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang 

professional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan 

Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi. 

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 12 rumah sakit yang 

statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah 

sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah 

Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit 

di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di 

Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di 

Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. 
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Saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam 

bentuk BLU. 

Tahap selanjutnya, pada tanggal 12 September 2007 berdasarkan 

Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/Kep/2007 Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Yogyakarta juga ditetapkan menjadi BLUD (Badan Layanan 

Umum Daerah). 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Claudia W. M. Korompis (2013) yang 

berjudul “Penerapan PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba pada Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan Sanggar 

Seni Budaya Logos Ma’kantar apakah telah sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45. 

Tempat penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Budaya Logos 

Ma’kantar. Penelitian dilakukan dengan membandingkan PSAK No 45 

dengan penyajian laporan keuangan Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar. 

Hasil dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan Sanggar Seni 

Budaya Logos Ma’kantar belum menerapkan sepenuhnya laporan keuangan 

yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada 

dalam PSAK No 45 karena belum ada penyajian laporan aktivitas. 
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Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan, 

yaitu deskriptif kualitatif. Selain itu cara evaluasi dalam penelitian ini juga 

memberi gambaran pada peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara 

yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada objek yang dijadikan 

penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Rumah Sakit, 

karena itu variabel pembandingnya bertambah. Selain membandingkan 

laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan 

PSAK No 45 juga membandingkan laporan keuangan tersebut dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pedoman 

Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Hendrawan (2011) yang berjudul 

“Analisis Penerapan PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Studi Kasus di 

RSUD Kota Semarang”. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSAK No 45 tentang Organisasi 

Nirlaba dapat diterapkan secara penuh sebagai pedoman penyusunan 

pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum seperti Rumah Sakit 

Daerah. Penerapan standar akuntansi keuangan ini dapat menciptakan 

laporan tahunan Badan Layanan Umum yang reliable dan relevan.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang 

digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Selain itu cara evaluasi dalam 
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penelitian ini juga memberi gambaran pada peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan cara yang hampir sama. Bentuk objek yang diteliti juga 

sama, yaitu Rumah Sakit Daerah namun lokasinya berbeda.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini menganalis penyajian laporan keuangan yang dilakukan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada ketentuan 

PSAK No 45 dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti Peraturan 

Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pedoman Akuntansi BLU 

Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah: 

1. Apakah komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta 

telah sesuai dengan PSAK No 45? 

2. Apakah klasifikasi aktiva dan kewajiban RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan PSAK No 45? 

3. Apakah klasifikasi aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan PSAK No 45? 

4. Apakah perubahan kelompok aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan PSAK No 45? 

5. Apakah perlakuan terhadap pendapatan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan PSAK No 45?  

6. Apakah perlakuan terhadap beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan PSAK No 45? 

7. Apakah perlakuan terhadap keuntungan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan PSAK No 45? 

8. Apakah perlakuan terhadap kerugian RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan PSAK No 45? 

9. Apakah pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban RSUD 

Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45? 

10. Apakah pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa RSUD Kota 

Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45? 
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11. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Kota 

Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45? 

12. Apakah komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta 

telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

13. Apakah klasifikasi aktiva dan kewajiban RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

14. Apakah klasifikasi aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

15. Apakah perubahan kelompok aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

16. Apakah perlakuan terhadap pendapatan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?  

17. Apakah perlakuan terhadap beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

18. Apakah perlakuan terhadap keuntungan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

19. Apakah perlakuan terhadap kerugian RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008? 

20. Apakah pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban RSUD 

Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

76/PMK.05/2008? 
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21. Apakah pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa RSUD Kota 

Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

76/PMK.05/2008? 

22. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Kota 

Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

76/PMK.05/2008 

23. Apakah komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta 

telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 

24. Apakah klasifikasi aktiva dan kewajiban RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 

25. Apakah klasifikasi aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 

26. Apakah perubahan kelompok aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 

27. Apakah perlakuan terhadap pendapatan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?  

28. Apakah perlakuan terhadap beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 

29. Apakah perlakuan terhadap keuntungan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 

30. Apakah perlakuan terhadap kerugian RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010? 
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31. Apakah pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban RSUD 

Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010? 

32. Apakah pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa RSUD Kota 

Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010? 

33. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Kota 

Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010? 

34. Apakah bentuk dan isi laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta sesuai 

dengan PSAK No 45? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian kali ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wirosaban Barat No.1, Sorosutan, 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian 

dilakukan pada Bulan Agustus sampai Desember 2016. 

 

B. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang 

digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:  

a. Data Subjek (Self Report Data) 

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang 

menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek 

merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini 

Bapak Bambang selaku staf bagian keuangan dan akuntansi.  

b. Data Dokumenter (Dokumen Data) 

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa 

faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk 

laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data 
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dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014, dan laporan evaluasi 

kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2014.  

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:   

a. Data Primer 

Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang 

berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang 

terjadi, dan gambaran umum organisasi.  

b. Data Sekunder 

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa 

laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 

2014.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sub bagian keuangan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Yogyakarta sedangkan objek penelitian adalah PSAK No. 45 

tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Peraturan Menteri Keuangan 

No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Badan Layanan Umum, dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan 

keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari 
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laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Implementasi penggunaan PSAK No 45 adalah Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan untuk organisasi nirlaba. Dalam penelitian ini 

implementasi penerapan PSAK No 45 hanya difokuskan pada penyajian 

laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta apakah sesuai 

atau tidak dengan PSAK No 45. 

Penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 tentang laporan 

keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan penyajian laporan keuangan 

lainnya karena penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 dapat lebih 

mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi 

untuk laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang 

terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah cara atau alat untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah laporan 

keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari 

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Selain laporan keuangan, instrumen lain yang digunakan 
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untuk mengumpulkan data adalah profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Yogyakarta yang diperoleh dari web resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Yogyakarta dan berbagai brosur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. 

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan instrumen tambahan berupa 

hasil wawancara untuk menjadi data pelengkap penelitian yang tidak bisa 

ditemukan dalam laporan keuangan. Pedoman wawancara telah dibuat dan 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. 

Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak Sub 

Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, yaitu 

Bapak Bambang. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data 

primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi, 

gambaran umum, dan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Yogyakarta pada umumnya.  

2. Dokumentasi 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. (Lexy J Moleong, 
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2014: 217). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan 

melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis 

lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan 

sebelumnya (findings) yang berhubungan dengan proses akuntansi Badan 

Layanan Umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa 

sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan kinerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.  

 

G. Metode Analisis  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan 

yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-

karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. 

Maxfield dalam Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah 

penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.  

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga 

dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian 

yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis 

komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal 
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kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba 

menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu:  

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.  

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 

3. Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010.  

4. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 

2014.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi komponen pelaporan yang digunakan  

2. Mengidentifikasi klasifikasi aktiva dan kewajiban 

3. Mengidentifikasi klasifikasi aktiva bersih 

4. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih  

5. Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan  

6. Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban  

7. Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan  

8. Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian  

9. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban  

10. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa  

11. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. 
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H. Analisis Kualitatif  

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan 

antara teori dan praktik dalam penyusunan laporan keuangan organisasi. Pada 

analisis ini dilakukan pembandingan apakah format laporan keuangan telah 

disajikan sesuai dengan PSAK 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian 

yang nantinya dideskripsikan sesuai hasil analisis di lapangan. 

Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan sesuai. 

Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan tidak sesuai dan 

sebaiknya perlu dilakukan penyesuaian agar semua data ekonomi dapat tersaji 

dengan baik sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan 

tersebut guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 30 September 2016 sampai dengan 30 

November 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan 

metode pengumpulan data berupa wawancara, yaitu data yang didapatkan dari 

hasil tanya jawab kepada pihak Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan berupa dokumentasi, yaitu data 

yang didapatkan dengan mencari informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, 

laporan keuangan, dan hasil wawancara. Penelitian berlangsung selama bulan 

Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. 

 

B. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah Rumah Sakit 

milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdasarkan Keputusan Walikota 

Yogyakarta No.423/Kep/2007 pada tanggal 12 September 2007, Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Yogyakarta didirikan di atas tanah seluas lebih dari 27.000 meter persegi 

dengan luas bangunan lebih dari 15.000 meter
 
persegi yang terletak di Jalan 
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Wirosaban Barat No 1 Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Pelayanan kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Yogyakarta umumnya berupa Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi 

Gawat Darurat, serta Klinik Sore. Sedangkan pelayanan kesehatan unggulan 

berupa Klinik Gigi, Klinik Kulit, Endoscopy, Terapi Wicara, Okupasi 

Terapi, Klinik Eksekutif dan dengan fasilitas penunjanag Radiologi, 

Laboratorium, Haemodialisa, Fisioterapi, Gizi, dan Instalasi Farmasi. 

Kapasitas tempat tidur pasien yang dimiliki oleh RSUD Kota Yogyakarta 

seluruhnya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) bed. Penyelenggaraan 

pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh 

Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah: Pejabat Struktural sebanyak 19 

orang, Staf Medis sebanyak 56 orang, Keperawatan dan Bidan sebanyak 

260 orang, Kesehatan Lain sebanyak 114 orang, Fungsional Umum 

sebanyak 197 orang, dan keseluruhan SDM Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Yogyakarta sebanyak 646 orang. 

2. Gambaran Singkat Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah terakreditasi 

sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan Berdasarkan SK Menteri 

Kesehatan RI Nomor HK0203/I/0233/2014 dan telah menerapkan sistem 

manajemen mutu sesuai dengan International Standart Organization (ISO) 

9001 : 2008 pada pelayanan kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi 

Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan proses-proses pendukungnya 
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meliputi : Laboratorium Patologi, Farmasi, Radiologi, Operasi, 

Haemodialisa, Instalasi Sterilisasi Central, Instalasi Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Rumah Sakit, Pemulasaraan Jenazah, Tata Usaha dan Rumah 

Tangga, Hukum dan Pelayanan Pelanggan, Pengelolaan Teknologi 

Informasi (IPTI), Kepegawaian, Keuangan, dan Rekam Medis. Akreditasi 

lain yang telah dicapai yaitu pengakuan jaminan mutu layanan kesehatan 

atau akreditasi dari Kementerian Kesehatan RI untuk tahun 2007 Standar 

Penilaian 12 Pelayanan dengan hasil pemberian status akreditasi penuh 

tingkat lanjut. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sedang 

berbenah mempersiapkan diri untuk menjadi Rumah Sakit Rujukan 

Regional. 
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3. Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

Sumber : Dokumen Profil RSUD Kota Yogyakarta 

 

4. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

Visi dari RSUD Kota Yogyakarta adalah “Terwujudnya Pelayanan 

Prima dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat” 

5. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

a. Mewujudkan pelayanan dengan standar profesi tertinggi berbasis 

keselamatan pasien, sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan 

b. Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai secara berkesinambungan 
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c. Mewujudkan Rumah Sakit pendidikan, wahana penelitian, pelatihan dan 

pengembangan 

d. Membangun sistem informasi dan Manajemen Rumah Sakit yang handal 

e. Mewujudkan manajemen yang efektif dan efisien dalam iklim kerja yang 

terintegrasi dan kondusif 

f. Ikut mewujudkan Yogyakarta sebagai kota berwawasan lingkungan sehat 

6. Tujuan Strategis yang dicanangkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Yogyakarta 

a. Terciptanya Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit dambaan masyarakat 

b. Terciptanya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang aman 

nyaman, meningkatnya mutu pelayanan medis sesuai standar 

c. Tersedianya sumber daya menusia yang kompeten 

d. Tersedianya peralatan medis dan non medis sesuai standar 

e. Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit yang handal 

7. Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

a. Senyum dalam memberikan pelayanan didasari dengan ketulusan hati 

b. Empati kepada pasien berusaha memahami dan merasakan keluhan 

penyakitnya 

c. Jujur dengan integritas tinggi dalam bekerja dengan penuh 

tanggungjawab dan rasa syukur 

d. Upaya sungguh-sungguh sesuai standart dan penuh kesabaran untuk 

kesembuhan pasien 

e. Kerja cerdas, trampil, penuh kreativitas dan berbudi luhur. 
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8. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

Motto dari RSUD Kota Yogyakarta yaitu, “Melayani dengan senyum 

dan upaya terbaik”. 

 

C. Hasil Analisis 

1. Komponen Pelaporan yang Digunakan 

Tabel 1. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan PSAK No 45 

No 
Komponen Pelaporan 

yang Digunakan 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

1.1 PSAK No 45 : 

Laporan keuangan 

organisasi nirlaba 

meliputi laporan posisi 

keuangan pada akhir 

periode laporan, laporan 

aktivitas serta laporan 

arus kas untuk suatu 

periode pelaporan, dan 

catatan atas laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan 

RSUD Kota Yogyakarta 

terdiri dari neraca, 

laporan operasional, 

laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan 

keuangan. 

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

PSAK No 45 

menggunakan istilah 

laporan aktivitas, 

sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta 

menggunakan istilah 

laporan operasional. 

 

Data dari tabel 1 menunjukkan bahwa komponen pelaporan yang 

digunakan pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan PSAK No 45. 

Tabel 2. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 
Komponen Pelaporan 

yang Digunakan 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

1.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Laporan Keuangan 

terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi 

Anggaran dan/atau 

Laporan Operasional 

2. Neraca 

Laporan keuangan 

RSUD Kota Yogyakarta 

terdiri dari neraca, 

laporan operasional, 

laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan 

keuangan. 

Sesuai Komponen pelaporan 

yang digunakan 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan komponen 

pelaporan 

berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No  



52 
 

 

No 
Komponen Pelaporan 

yang Digunakan 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

1.2 3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas 

Laporan Keuangan 

 Sesuai 76/PMK.05/2008 

 

Data dari tabel 2 menunjukkan bahwa komponen pelaporan yang 

digunakan pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 

Tabel 3. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 
Komponen Pelaporan 

yang Digunakan 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

1.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Laporan Keuangan 

terdiri dari: 

1. Laporan Posisi 

Keuangan (Neraca) 

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan 

RSUD Kota Yogyakarta 

terdiri dari neraca, 

laporan operasional, 

laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan 

keuangan. 

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 menggunakan 

istilah laporan 

aktivitas, sedangkan 

laporan keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

menggunakan istilah 

laporan operasional. 

 

Data dari tabel 3 menunjukkan bahwa komponen pelaporan yang 

digunakan pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai 

dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit. 

2. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban 

Tabel 4. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

PSAK No 45 

No 
Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

2.1 PSAK No 45 : 

Disajikan pengumpulan 

aktiva dan kewajiban 

yang memiliki  

Aset diklasifikasikan ke 

dalam aset lancar, aset 

tetap, dan aset lainnya. 

 

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan 

pengklasifikasian  
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No 
Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

2.1 karakteristik serupa 

dalam suatu kelompok 

yang relatif homogen. 

Informasi likuiditas 

diberikan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Menyajikan aktiva 

berdasarkan urutan 

likuiditas, dan 

kewajiban 

berdasarkan tanggal 

jatuh tempo. 

2. Mengelompokan 

aktiva ke dalam 

lancar dan tidak 

lancar, dan kewajiban 

ke dalam jangka 

pendek dan jangka 

panjang. 

3. Mengungkapkan 

informasi mengenai 

likuiditas aktiva atau 

saat jatuh temponya 

kewajiban termasuk 

pembatasan 

penggunaan aktiva, 

pada catatan atas 

laporan keuangan. 

Aset lancar terdiri dari 

kas dan setara kas, 

investasi jangka pendek, 

piutang usaha, piutang 

lain-lain, penyisihan 

kerugian piutang, 

persediaan, uang muka, 

dan biaya dibayar 

dimuka. 

 

Aset tetap terdiri dari 

tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan dan 

mesin, jalan, irigasi dan 

jaringan, aset tetap 

lainnya dan konstruksi 

dalam pengerjaan. 

 

Aset lainnya terdiri dari 

aset kerjasama operasi, 

aset sewa guna, aset tak 

berwujud dan aset lain-

lain. 

 

Kewajiban 

diklasifikasikan ke dalam 

kewajiban lancar (jangka 

pendek) dan kewajiban 

jangka panjang, dan 

dicatat sesuai urutan 

likuiditasnya. 

Sesuai aktiva / aset. PSAK 

No 45 

mengklasifikasikan 

aktiva ke dalam 

aktiva lancar dan 

tidak lancar, 

sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogykarta 

mengklasifikasikan 

aset ke dalam aset 

lancar, aset tetap, dan 

aset lainnya 

 

Data dari tabel 4 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva dan kewajiban 

pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK 

No 45. 

Tabel 5. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 
Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

2.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Aset diklasifikasikan ke 

dalam aset lancar dan 

aset non lancar. 

Aset diklasifikasikan ke 

dalam aset lancar, aset 

tetap, dan aset lainnya. 

 

Aset lancar terdiri dari 

kas dan setara kas,  

Sesuai Pengklasifikasian 

aktiva dan kewajiban 

yang dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan  
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No 
Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

2.2 Aset lancar antara lain 

meliputi kas dan setara 

kas, investasi jangka 

pendek, piutang usaha, 

piutang lain-lain, 

persediaan, uang muka, 

dan biaya dibayar 

dimuka. Aset non lancar 

antara lain meliputi 

investasi jangka panjang, 

aset tetap, dan aset 

lainnya. 

 

Kewajiban 

diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu kewajiban 

jangka pendek dan 

kewajiban jangka 

panjang. 

investasi jangka pendek, 

piutang usaha, piutang 

lain-lain, penyisihan 

kerugian piutang, 

persediaan, uang muka, 

dan biaya dibayar 

dimuka. 

 

Aset tetap terdiri dari 

tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan dan 

mesin, jalan, irigasi dan 

jaringan, aset tetap 

lainnya dan konstruksi 

dalam pengerjaan. 

 

Aset lainnya terdiri dari 

aset kerjasama operasi, 

aset sewa guna, aset tak 

berwujud dan aset lain-

lain. 

 

Kewajiban 

diklasifikasikan ke dalam 

kewajiban lancar (jangka 

pendek) dan kewajiban 

jangka panjang, dan 

dicatat sesuai urutan 

likuiditasnya. 

Sesuai pengklasifikasian 

aktiva dan kewajiban 

berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No 

76/PMK.05/2008 

 

Data dari tabel 5 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva dan kewajiban 

pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 

Tabel 6. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 
Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

2.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Membagi Aset Menjadi : 

1. Aset lancar 

2. Aset tetap 

3. Aset lain-lain 

 

Membagi Kewajiban  

Aset diklasifikasikan ke 

dalam aset lancar, aset 

tetap, dan aset lainnya. 

 

Aset lancar terdiri dari 

kas dan setara kas, 

investasi jangka pendek, 

piutang usaha, piutang  

Sesuai Pengklasifikasian 

aktiva dan kewajiban 

yang dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan 

pengklasifikasian 

aktiva dan kewajiban  
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No 
Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

2.3 Menjadi : 

1. Kewajiban Jangka 

Pendek 

2. Kewajiban Jangka 

Panjang 

lain-lain, penyisihan 

kerugian piutang, 

persediaan, uang muka, 

dan biaya dibayar 

dimuka. 

 

Aset tetap terdiri dari 

tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan dan 

mesin, jalan, irigasi dan 

jaringan, aset tetap 

lainnya dan konstruksi 

dalam pengerjaan. 

 

Aset lainnya terdiri dari 

aset kerjasama operasi, 

aset sewa guna, aset tak 

berwujud dan aset lain-

lain. 

 

Kewajiban 

diklasifikasikan ke dalam 

kewajiban lancar (jangka 

pendek) dan kewajiban 

jangka panjang, dan 

dicatat sesuai urutan 

likuiditasnya. 

Sesuai berdasarkan 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 

 

Data dari tabel 6 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva dan kewajiban 

pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit. 

3. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat 

Tabel 7. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota 

Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45 

No 

Klasifikasi Aktiva 

Bersih Terikat atau 

Tidak Terikat 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

3.1 PSAK No 45 : 

Laporan posisi keuangan 

menyajikan jumlah 

masing-masing 

kelompok aktiva bersih 

berdasarkan ada atau 

tidaknya pembatasan 

oleh penyumbang, yaitu:  

Ekuitas diklasifikasikan 

ke dalam ekuitas tidak 

terikat, terikat temporer, 

dan ekuitas terikat 

permanen. 

 

Ekuitas tidak terikat 

terdiri dari ekuitas awal,  

Tidak Sesuai Seluruh ekuitas 

dicatat ke dalam 

ekuitas tidak terikat 

dengan perhitungan 

jumlah selisih antara 

jumlah aset dan 

jumlah kewajiban 

yang dijelaskan  
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No 

Klasifikasi Aktiva 

Bersih Terikat atau 

Tidak Terikat 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

3.1 terikat secara permanen, 

terikat secara temporer, 

dan tidak terikat. 

 

Informasi mengenai sifat 

dan jumlah dari 

pembatasan permanen 

atau temporer 

diungkapkan dengan cara 

menyajikan jumlah 

tersebut dalam laporan 

keuangan atau dalam 

catatan atas laporan 

keuangan. 

surplus dan defisit tahun 

lalu, surplus dan defisit 

tahun berjalan, dan 

ekuitas donasi. 

Tidak Sesuai dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

 

Data dari tabel 7 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak 

sesuai dengan PSAK No 45. 

Tabel 8. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota 

Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 

Klasifikasi Aktiva 

Bersih Terikat atau 

Tidak Terikat 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

3.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Ekuitas adalah hak 

residual BLU atas aset 

setelah dikurangi seluruh 

kewajiban yang dimiliki. 

Ekuitas BLU terdiri atas: 

1. ekuitas tidak terikat 

2. ekuitas terikat 

temporer 

3. ekuitas terikat 

Permanen  

Ekuitas diklasifikasikan 

ke dalam ekuitas tidak 

terikat, terikat temporer, 

dan ekuitas terikat 

permanen. 

 

Ekuitas tidak terikat 

terdiri dari ekuitas awal, 

surplus dan defisit tahun 

lalu, surplus dan defisit 

tahun berjalan, dan 

ekuitas donasi.  

Sesuai Pengklasifikasian 

aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat 

yang dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan 

pengklasifikasian 

aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat 

berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No 

76/PMK.05/2008 

 

Data dari tabel 8 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 
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Tabel 9. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota 

Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 

Klasifikasi Aktiva 

Bersih Terikat atau 

Tidak Terikat 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

3.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Ekuitas Rumah Sakit 

meliputi : 

1. Ekuitas awal 

2. Surplus dan defisit 

tahun lalu 

3. Surplus dan defisit 

tahun berjalan 

4. Ekuitas donasi 

Ekuitas diklasifikasikan 

ke dalam ekuitas tidak 

terikat, terikat temporer, 

dan ekuitas terikat 

permanen. 

 

Ekuitas tidak terikat 

terdiri dari ekuitas awal, 

surplus dan defisit tahun 

lalu, surplus dan defisit 

tahun berjalan, dan 

ekuitas donasi. 

Sesuai Pengklasifikasian 

aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat 

yang dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan 

pengklasifikasian 

aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat 

berdasarkan 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 

 

Data dari tabel 9 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva bersih terikat 

atau tidak terikat pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit. 

4. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih 

Tabel 10. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan PSAK No 45 

No 
Perubahan Kelompok 

Aktiva Bersih 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

4.1 PSAK No 45 : 

Laporan aktivitas 

menyajikan jumlah 

perubahan aktiva bersih 

terikat permanen, terikat 

temporer, dan tidak 

terikat dalam suatu 

periode. 

Dalam laporan 

operasional menyajikan 

jumlah pendapatan 

operasional, biaya 

operasional, pendapatan 

non operasional, dan 

biaya non operasional 

dalam suatu periode yang 

mempengaruhi 

perubahan jumlah 

ekuitas 

Tidak Sesuai Di dalam laporan 

operasional tidak ada 

klasifikasi jumlah 

perubahan aktiva 

bersih terikat 

permanen, terikat 

temporer, dan tidak 

terikat dalam suatu 

periode. 
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Data dari tabel 10 menunjukkan bahwa perubahan kelompok aktiva 

bersih pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan 

PSAK No 45. 

Tabel 11. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 
Perubahan Kelompok 

Aktiva Bersih 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

4.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Dalam laporan realisasi 

anggaran menyajikan 

informasi realisasi, 

belanja, transfer, 

surplus/defisit dan 

pembiayaan, sisa lebih/ 

kurang pembiayaan 

anggaran dalam suatu 

periode. 

Dalam laporan 

operasional menyajikan 

jumlah pendapatan 

operasional, biaya 

operasional, pendapatan 

non operasional, dan 

biaya non operasional 

dalam suatu periode yang 

mempengaruhi 

perubahan jumlah 

ekuitas 

Sesuai Perubahan kelompok 

aktiva bersih yang 

dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan perubahan 

kelompok aktiva 

bersih berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No 

76/PMK.05/2008 

 

Data dari tabel 11 menunjukkan bahwa perubahan kelompok aktiva 

bersih pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 

Tabel 12. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 
Perubahan Kelompok 

Aktiva Bersih 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

4.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Laporan aktivitas 

menyajikan pendapatan 

dan keuntungan yang 

menambah ekuitas serta 

beban dan kerugian yang 

mengurangi ekuitas. 

Dalam laporan 

operasional menyajikan 

jumlah pendapatan 

operasional, biaya 

operasional, pendapatan 

non operasional, dan 

biaya non operasional 

dalam suatu periode yang 

mempengaruhi 

perubahan jumlah 

ekuitas 

Sesuai Perubahan kelompok 

aktiva bersih yang 

dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan perubahan 

kelompok aktiva 

bersih berdasarkan 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 
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Data dari tabel 12 menunjukkan bahwa perubahan kelompok aktiva 

bersih pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.  

5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian 

Tabel 13. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD 

Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45 

No 

Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

5.1 PSAK No 45 : 

Laporan aktivitas 

menyajikan pendapatan 

sebagai penambah aktiva 

bersih tidak terikat, 

kecuali jika 

penggunaannya dibatasi 

oleh penyumbang, dan 

menyajikan beban 

sebagai pengurang aktiva 

bersih tidak terikat. 

 

Sumbangan disajikan 

sebagai penambah aktiva 

bersih tidak terikat, 

terikat permanen, atau 

terikat temporer, 

tergantung pada ada 

tidaknya pembatasan. 

Dalam hal sumbangan 

terikat yang 

pembatasannya tidak 

berlaku lagi dalam 

periode yang sama, dapat 

disajikan sebagai 

sumbangan tidak terikat 

sepanjang disajikan 

secara konsisten dan 

diungkapkan sebagai 

kebijakan akuntansi. 

 

Laporan aktivitas 

menyajikan keuntungan 

dan kerugian yang diakui 

dari investasi dan aktiva 

lain (atau  kewajiban) 

sebagai penambah atau 

pengurang aktiva bersih 

tidak terikat, kecuali jika 

penggunaannya dibatasi. 

Laporan operasional 

menyajikan : 

1. Pendapatan sebagai 

penambah ekuitas 

bersih yang terdiri 

dari jasa layanan, 

hibah, hasil 

kerjasama dengan 

pihak lain, APBD, 

APBN, dan lain-lain 

pendapatan BLUD 

yang sah 

 

Hibah terikat 

disajikan sebagai 

penambah ekuitas 

yang dicatat sesuai 

tujuan 

pembiayaannya. Jika 

bertujuan untuk 

pembiayaan 

operasional tertentu, 

maka dicatat sampai 

dengan pembiayaan 

operasional tertentu 

tersebut 

dilaksanakan. 

Sedangkan jika 

bertujuan untuk 

perolehan aset tetap 

maka dicatat pada 

neraca dana hibah 

terikat. Informasi 

mengenai hibah 

tersebut diungkapkan 

dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

2. Biaya sebagai 

penguran ekuitas 

bersih terdiri dari  

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

PSAK No 45 

menggunakan istilah 

beban, sedangkan 

laporan keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

menggunakan istilah 

biaya. 

 

PSAK No 45 

menggunakan istilah 

sumbangan, 

sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta 

menggunakan istilah 

hibah. 
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No 

Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

5.1  biaya pelayanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi 

3. Pendapatan non 

operasional dan 

beban non 

operasional 

4. Surplus/Defisit tahun 

berjalan bersih dari 

hasil pengurangan 

atau selisih antara 

jumlah pendapatan 

dan jumlah biaya. 

Sesuai - 

 

Data dari tabel 13 menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta 

telah sesuai dengan PSAK No 45. 

Tabel 14. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD 

Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 

76/PMK.05/2008 

No 

Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

5.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Laporan operasional 

menyajikan jumlah 

pendapatan, biaya, 

keuntungan/ kerugian, 

pos luar biasa dalam 

suatu periode. 

 

Pendapatan adalah arus 

masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul 

dari aktivitas BLU 

selama satu periode yang 

mengakibatkan 

penambahan ekuitas 

bersih. 

 

Pendapatan 

diklasifikasikan ke 

dalam: 

1. Pendapatan Usaha  

Laporan operasional 

menyajikan : 

1. Pendapatan sebagai 

penambah ekuitas 

bersih yang terdiri 

dari jasa layanan, 

hibah, hasil 

kerjasama dengan 

pihak lain, APBD, 

APBN, dan lain-lain 

pendapatan BLUD 

yang sah 

 

Hibah terikat 

disajikan sebagai 

penambah ekuitas 

yang dicatat sesuai 

tujuan 

pembiayaannya. Jika 

bertujuan untuk 

pembiayaan 

operasional tertentu, 

maka dicatat sampai  

Sesuai Pengklasifikasian 

pendapatan, beban, 

keuntungan, dan 

kerugian yang 

dilakukan oleh RSUD 

Kota Yogyakarta 

sama dengan 

pengklasifikasian 

pendapatan, beban, 

keuntungan, dan 

kerugian berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No 

76/PMK.05/2008 
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No 

Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

5.2 dari Jasa Layanan 

2. Hibah 

3. Pendapatan APBN  

4. Pendapatan Usaha 

Lainnya 

5. Pendapatan dari 

Kejadian Luar Biasa 

 

Biaya adalah penurunan 

manfaat ekonomi selama 

satu periode akuntansi 

dalam bentuk arus keluar 

kas atau berkurangnya 

aset atau terjadinya 

kewajiban yang 

mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih. 

 

Biaya BLU 

diklasifikasikan: 

1. Biaya Layanan 

2. Biaya Umum dan 

Administrasi 

3. Biaya Lainnya 

4. Rugi Penjualan Aset 

Non Lancar 

5. Biaya dari Kejadian 

Luar Biasa 

dengan pembiayaan 

operasional tertentu 

tersebut 

dilaksanakan. 

Sedangkan jika 

bertujuan untuk 

perolehan aset tetap 

maka dicatat pada 

neraca dana hibah 

terikat. Informasi 

mengenai hibah 

tersebut diungkapkan 

dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

6. Biaya sebagai 

penguran ekuitas 

bersih terdiri dari 

biaya pelayanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi 

7. Pendapatan non 

operasional dan 

beban non 

operasional 

8. Surplus/Defisit tahun 

berjalan bersih dari 

hasil pengurangan 

atau selisih antara 

jumlah pendapatan 

dan jumlah biaya. 

Sesuai  

 

Data dari tabel 14 menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta 

telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 

Tabel 15. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD 

Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 

Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

5.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Laporan aktivitas 

menyajikan pendapatan 

sebagai penambah 

ekuitas kecuali jika 

penggunaannya dibatasi  

Laporan operasional 

menyajikan : 

1. Pendapatan sebagai 

penambah ekuitas 

bersih yang terdiri 

dari jasa layanan, 

hibah, hasil  

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 menggunakan 

istilah beban,  
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No 

Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

5.3 oleh penyumbang, dan 

menyajikan beban 

sebagai pengurang 

ekuitas. 

 

Laporan aktivitas 

menyajikan keuntungan 

dan kerugian yang diakui 

dari investasi dan 

kewajiban sebagai 

penambah atau 

pengurang ekuitas, 

kecuali jika 

penggunaannya dibatasi. 

kerjasama dengan 

pihak lain, APBD, 

APBN, dan lain-lain 

pendapatan BLUD 

yang sah 

 

Hibah terikat 

disajikan sebagai 

penambah ekuitas 

yang dicatat sesuai 

tujuan 

pembiayaannya. Jika 

bertujuan untuk 

pembiayaan 

operasional tertentu, 

maka dicatat sampai 

dengan pembiayaan 

operasional tertentu 

tersebut 

dilaksanakan. 

Sedangkan jika 

bertujuan untuk 

perolehan aset tetap 

maka dicatat pada 

neraca dana hibah 

terikat. Informasi 

mengenai hibah 

tersebut diungkapkan 

dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

2. Biaya sebagai 

penguran ekuitas 

bersih terdiri dari 

biaya pelayanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi 

3. Pendapatan non 

operasional dan 

beban non 

operasional 

4. Surplus/Defisit tahun 

berjalan bersih dari 

hasil pengurangan 

atau selisih antara 

jumlah pendapatan 

dan jumlah biaya. 

Sesuai sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta 

menggunakan istilah 

biaya. 
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Data dari tabel 15 menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta 

telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit. 

6. Informasi Pendapatan dan Beban 

Tabel 16. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

PSAK No 45 

No 
Informasi Pendapatan 

dan Beban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

6.1 PSAK No 45 : 

Laporan aktivitas 

menyajikan jumlah 

pendapatan dan beban 

secara bruto. Namun 

demikian pendapatan 

investasi dapat disajikan 

secara neto dengan syarat 

beban-beban terkait, 

seperti beban penitipan 

dan beban penasihat 

investasi, diungkapkan 

dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

Dalam laporan 

operasional disajikan 

jumlah pendapatan 

secara bruto yang 

mengakibatkan 

penambahan ekuitas 

bersih, dan biaya yang 

mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih.  

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

PSAK No 45 

menggunakan istilah 

beban, sedangkan 

laporan keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

menggunakan istilah 

biaya. 

 

 

Data dari tabel 16 menunjukkan bahwa informasi pendapatan dan 

beban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

PSAK No 45. 

Tabel 17. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 
Informasi Pendapatan 

dan Beban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

6.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Laporan operasional 

menyajikan jumlah 

pendapatan secara bruto 

yang mengakibatkan 

penambahan ekuitas 

bersih, dan biaya yang 

mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih. 

Dalam laporan 

operasional disajikan 

jumlah pendapatan 

secara bruto yang 

mengakibatkan 

penambahan ekuitas 

bersih, dan biaya yang 

mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih.  

Sesuai Pencatatan informasi 

pendapatan dan 

beban yang 

dilakukan oleh 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan pencatatan 

informasi pendapatan 

dan beban 

berdasarkan 

Peraturan Menteri  
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No 
Informasi Pendapatan 

dan Beban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

6.2   Sesuai Keuangan No 

76/PMK.05/2008 

 

Data dari tabel 17 menunjukkan bahwa informasi pendapatan dan 

beban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 

Tabel 18. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 
Informasi Pendapatan 

dan Beban 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

6.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Laporan aktivitas 

menyajikan pendapatan 

secara bruto dan beban 

dalam bentuk arus kas 

keluar yang 

mengakibatkan 

penurunan ekuitas 

Dalam laporan 

operasional disajikan 

jumlah pendapatan 

secara bruto yang 

mengakibatkan 

penambahan ekuitas 

bersih, dan biaya yang 

mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih. 

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 menggunakan 

istilah beban, 

sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta 

menggunakan istilah 

biaya. 

 

Data dari tabel 18 menunjukkan bahwa informasi pendapatan dan 

beban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.  

7. Informasi Pemberian Jasa 

Tabel 19. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK 

No 45 

No 
Informasi Pemberian 

Jasa 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

7.1 PSAK No 45 : 

Laporan aktivitas atau 

catatan atas laporan 

keuangan harus 

menyajikan informasi 

mengenai beban menurut  

Laporan operasional 

menyajikan informasi 

biaya menurut 

penggunaannya, yakni 

biaya operasional dan 

biaya non operasional,  

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah 

dan 

pengklasifikasiannya. 

PSAK No. 45  
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No 
Informasi Pemberian 

Jasa 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

7.1 klasifikasi fungsional, 

seperti menurut 

kelompok program jasa 

utama dan aktivitas 

pendukung. 

Biaya operasional terdiri 

dari biaya pelayanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi. 

Sesuai menggunakan istilah 

beban dan 

diklasifikasikan  

menurut 

fungsionalnya, 

sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta 

menggunakan istilah 

biaya dan 

diklasifikasikan 

menurut 

penggunaannya 

 

Data dari tabel 19 menunjukkan bahwa informasi pemberian jasa pada 

Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 

45. 

Tabel 20. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 
Informasi Pemberian 

Jasa 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

7.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Laporan operasional 

menyajikan informasi 

biaya yang terdiri dari: 

1. Biaya Layanan 

2. Biaya Umum dan 

Administrasi 

3. Biaya Lainnya 

4. Rugi Penjualan Aset 

Non Lancar 

5. Biaya dari Kejadian 

Luar Biasa 

Laporan operasional 

menyajikan informasi 

biaya menurut 

penggunaannya, yakni 

biaya operasional dan 

biaya non operasional,  

 

Biaya operasional terdiri 

dari biaya pelayanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi. 

Sesuai Pecatatan mengenai 

informasi pemberian 

jasa yang dilakukan 

RSUD Kota 

Yogyakarta sama 

dengan yang 

dilakukan 

berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No 

76/PMK.05/2008 

 

Data dari tabel 20 menunjukkan bahwa informasi pemberian jasa pada 

Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 
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Tabel 21. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 
Informasi Pemberian 

Jasa 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

7.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Beban yang berasal dari 

kegiatan rumah sakit 

dapat berasal dari: 

1. Beban layanan 

2. Beban umum dan 

administrasi 

3. Rugi penjualan aset 

non lancar 

4. Kerugian penurunan 

nilai 

5. Rugi & beban lain 

Laporan operasional 

menyajikan informasi 

biaya menurut 

penggunaannya, yakni 

biaya operasional dan 

biaya non operasional,  

 

Biaya operasional terdiri 

dari biaya pelayanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi. 

Sesuai Perbedaan hanya 

terletak pada 

penyebutan istilah. 

Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 menggunakan 

istilah beban, 

sedangkan laporan 

keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta 

menggunakan istilah 

biaya. 

 

Data dari tabel 21 menunjukkan bahwa informasi pemberian jasa pada 

Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman 

Akuntansi BLU Rumah Sakit. 

8. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Tabel 22. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan PSAK No 45 

No 
Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

8.1 PSAK No 45 : 

Laporan arus kas 

disajikan sesuai PSAK 

No. 2 tentang Laporan 

Arus Kas dengan 

tambahan berikut ini: 

1. Aktivitas pendanaan: 

a. penerimaan kas 

dari penyumbang 

yang 

penggunaannya 

dibatasi untuk 

jangka panjang 

b. penerimaan kas 

dari sumbangan 

dan penghasilan 

investasi yang 

penggunaannya 

dibatasi untuk  

Berdasarkan kegiatan 

operasional RSUD Kota 

Yogyakarta, laporan arus 

kas menyajikan: 

1. Arus kas dari 

aktivitas operasi 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari jasa 

layanan, hibah, 

hasil kerjasama 

dengan pihak 

lain, pendapatan, 

APBD, 

pendapatan 

APBN, dan lain-

lain pendapatan 

BLUD yang sah 

Sesuai Pada PSAK No. 45 

terdapat pos 

rekonsiliasi 

perubahan dalam 

aktiva bersih menjadi 

kas bersih yang 

digunakan untuk 

menambah aktivitas 

operasi yang tidak 

diperlukan dalam 

laporan keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 
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No 
Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

8.1 perolehan, 

pembangunan dan 

pemeliharaan 

aktiva tetap, atau 

peningkatan dana 

abadi 

(endowment). 

b. bunga dan dividen 

yang dibatasi 

penggunaannya 

untuk jangka 

panjang. 

 

Pengungkapan informasi 

mengenai aktivitas 

investasi dan pendanaan 

nonkas: sumbangan 

berupa bangunan atau 

aktiva investasi. 

b. Arus kas keluar 

terdiri dari biaya 

operasional yang 

meliputi biaya 

layanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi; dan 

biaya non 

operasional 

2. Arus kas dari 

aktivitas investasi 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari hasil 

penjualan aset 

tetap, hasil 

penjualan 

investasi jangka 

panjang, dan hasil 

penjualan aset 

lainnya. 

b. Arus kas keluar 

terdiri dari 

perolehan aset 

tetap, perolehan 

investasi jangka 

panjang, dan 

perolehan aset 

lainnya. 

3. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari 

perolehan 

pinjaman, dan 

penerimaan 

kembali pokok 

pinjaman.  

b. Arus kas keluar 

terdiri dari 

pembayaran 

pokok pinjaman, 

dan pemberian 

pinjaman. 

Sesuai  
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Data dari tabel 22 menunjukkan bahwa klasifikasi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan PSAK No 45. 

Tabel 23. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 

No 
Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

8.2 Pedoman Akuntansi 

dan Pelaporan 

Keuangan BLU : 

Laporan arus kas 

menyajikan informasi 

arus masuk dan keluar 

kas selama periode 

tertentu yang 

diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas 

operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas 

pendanaan. 

Berdasarkan kegiatan 

operasional RSUD Kota 

Yogyakarta, laporan arus 

kas menyajikan: 

1. Arus kas dari 

aktivitas operasi 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari jasa 

layanan, hibah, 

hasil kerjasama 

dengan pihak 

lain, pendapatan 

APBD, 

pendapatan 

APBN, dan lain-

lain pendapatan 

BLUD yang sah. 

b. Arus kas keluar 

terdiri dari biaya 

operasional yang 

meliputi biaya 

layanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi; dan 

biaya non 

operasional 

2. Arus kas dari 

aktivitas investasi 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari hasil 

penjualan aset 

tetap, hasil 

penjualan 

investasi jangka 

panjang, dan hasil 

penjualan aset 

lainnya. 

b. Arus kas keluar 

terdiri dari 

perolehan aset 

tetap, perolehan 

Sesuai Pengklasifikasian 

penerimaan dan 

pengeluaran kas yang 

dilakukan RSUD 

Kota Yogyakarta 

sama dengan 

pengklasifikasian 

yang dilakukan 

berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Keuangan No 

76/PMK.05/2008 
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No 
Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

8.2  investasi jangka 

panjang, dan 

perolehan aset 

lainnya. 

3. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari 

perolehan 

pinjaman, dan 

penerimaan 

kembali pokok 

pinjaman.  

b. Arus kas keluar 

terdiri dari 

pembayaran 

pokok pinjaman, 

dan pemberian 

pinjaman. 

Sesuai  

 

Data dari tabel 23 menunjukkan bahwa klasifikasi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. 

Tabel 24. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta 

berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 

No 
Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

8.3 Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit : 

Laporan arus kas terdiri 

dari: 

1. Arus kas dari 

aktivitas operasi 

2. Arus kas dari 

aktivitas Investasi 

3. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan 

4. Kenaikan bersih kas 

5. Kas dan setara kas 

awal 

6. Jumlah saldo kas dan 

bank 

Berdasarkan kegiatan 

operasional RSUD Kota 

Yogyakarta, laporan arus 

kas menyajikan: 

1. Arus kas dari 

aktivitas operasi 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari jasa 

layanan, hibah, 

hasil kerjasama 

dengan pihak 

lain, pendapatan 

APBD, 

pendapatan 

APBN, dan lain-

lain pendapatan  

Sesuai Pengklasifikasian 

penerimaan dan 

pengeluaran kas yang 

dilakukan RSUD 

Kota Yogyakarta 

sama dengan 

pengklasifikasian 

yang dilakukan 

berdasarkan 

Kepmenkes RI No. 

1981/Menkes/SK/XII

/2010 



70 
 

 

No 
Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Laporan Keuangan 

RSUD Kota 

Yogyakarta 

Sesuai 

atau 

Tidak Sesuai 

Keterangan 

8.3  BLUD yang sah. 

b. Arus kas keluar 

terdiri dari biaya 

operasional yang 

meliputi biaya 

layanan, dan 

biaya umum dan 

administrasi; dan 

biaya non 

operasional 

2. Arus kas dari 

aktivitas investasi 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari hasil 

penjualan aset 

tetap, hasil 

penjualan 

investasi jangka 

panjang, dan hasil 

penjualan aset 

lainnya. 

b. Arus kas keluar 

terdiri dari 

perolehan aset 

tetap, perolehan 

investasi jangka 

panjang, 

danperolehan aset 

lainnya. 

3. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan 

meliputi : 

a. Arus kas masuk 

terdiri dari 

perolehan 

pinjaman, dan 

penerimaan 

kembali pokok 

pinjaman.  

b. Arus kas keluar 

terdiri dari 

pembayaran 

pokok pinjaman, 

dan pemberian 

pinjaman. 

Sesuai  
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Data dari tabel 24 menunjukkan bahwa klasifikasi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah 

sesuai Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit. 

 

D. Pembahasan 

1. Komponen Pelaporan yang Digunakan 

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 

analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator pertama 

yaitu komponen pelaporan yang digunakan terdiri dari neraca, laporan 

operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  Hal ini 

telah sesuai dengan PSAK No. 45 yang berisi laporan keuangan organisasi 

nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan 

(neraca), laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode 

pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan; Pedoman Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 

76/PMK.05/2008 yang berisi laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi 

anggaran dan/atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit 

menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang berisi laporan 

keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Secara umum 

komponen pelaporan yang digunakan telah sesuai, namun ada beberapa 

perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD 



72 
 

 

Kota Yogyakarta digunakan istilah laporan operasional sedangkan pada 

PSAK No. 45 digunakan istilah laporan aktivitas. Kedua istilah tersebut 

pada hakekatnya memiliki makna yang sama, yaitu menyajikan informasi 

tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. 

2. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat 

diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada 

indikator kedua yaitu Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban telah sesuai dengan 

PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman 

Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum bentuk klasifikasi aktiva dan 

kewajiban telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan 

nama dan klasifikasinya, sebagai contoh pada laporan keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta aset diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset 

tetap, dan aset lainnya; sedangkan pada PSAK No. 45 aktiva 

diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar. 

3. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat 

Menurut hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat 

bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator 

ketiga yaitu Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat telah 

sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut 
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Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi 

BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; 

namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45 dikarenakan 

adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengklasifikasian. Pada laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta dicatat dan diklasifikasikan ke dalam 

ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen (walaupun 

diklasifikasikan namun seluruh ekuitas dicatat dan dikelompokkan ke dalam 

ekuitas tidak terikat); sedangkan pada PSAK No. 45 dicatat dan 

diklasifikasikan ke dalam aktiva terikat secara permanen, terikat secara 

temporer, dan tidak terikat. Adapun hakekat dari ekuitas menurut Pedoman 

Akuntansi BLU Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010 (halaman 61 bagian penjelasan) dan aktiva 

bersih tidak terikat menurut PSAK No. 45 (paragraf 18) adalah sama, yaitu 

tertulis “pada umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, 

sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk 

memperoleh pendapatan tersebut”.  

4. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih 

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 

analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator keempat 

yaitu Perubahan Kelompok Aktiva Bersih telah sesuai dengan Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri 

Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit 
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menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai 

dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD 

Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45 disebabkan karena tidak adanya 

klasifikasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat 

temporer, dan tidak terikat dalam satu periode pada laporan operasional 

laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta. Disisi lain antara laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan Pedoman Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan BLU serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit 

secara umum sama, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan 

klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta 

digunakan istilah biaya sedangkan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit 

menggunakan istilah beban. 

5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian 

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta diketahui 

bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator 

kelima yaitu Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian 

telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; 

serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada 

penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh, yaitu pada laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada 
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PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah 

beban.  

6. Informasi Pendapatan dan Beban 

Menurut hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat 

bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator 

keenam yaitu Informasi Pendapatan dan Beban telah sesuai dengan PSAK 

No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman 

Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum informasi pendapatan dan beban 

telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama, contohnya 

pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya 

sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit 

menggunakan istilah beban. 

7. Informasi Pemberian Jasa 

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 

analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator ketujuh 

yaitu Informasi Pemberian Jasa telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri 

Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah 

Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum 

informasi pemberian jasa telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada 

penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD 
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Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan 

Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban. Selain itu 

pada PSAK No. 45 terdapat pengklasifikasian beban menurut klasifikasi 

fungsionalnya seperti kelompok program jasa utama dan aktivitas 

pendukung; sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta 

biaya diklasifikasikan menurut penggunaan seperti biaya operasional dan 

non operasional. 

8. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Berdasarkan Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat 

diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada 

indikator kedelapan yaitu Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah 

sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta 

Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi penerimaan dan 

pengeluaran kas telah sesuai, namun pada PSAK No. 45 terdapat 

rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang 

digunakan untuk menambah aktivitas operasi, sedangkan pada laporan 

keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak diperlukan. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya 

berdasarkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2014 dan 
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wawancara tanpa mengikuti praktik secara langsung dalam proses penyusunan 

laporan keuangan mengingat minimnya waktu dan kesibukan karyawan RSUD 

Kota Yogyakarta khususnya di Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi. Sehingga 

untuk penelitian selanjutnya tidak hanya berdasarkan laporan keuangan yang 

telah dibuat saja, tetapi juga mengikuti praktik secara langsung dalam proses 

penyusunan laporan keuangan, agar proses penyusunan pelaporan keuangan 

dapat dijabarkan lebih rinci. 

Keterbatasan yang kedua adalah penelitian ini tidak memperoleh data 

laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta periode terakhir (Laporan 

Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2015) dikarenakan sedang dilakukan 

proses rekonsiliasi laporan keuangan dengan pemerintah daerah. Hal ini 

berakibat pada penelitian yang dirasa kurang up to date bagi para pembaca. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Ada 2 indikator dalam laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang 

tidak sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu indikator ke tiga tentang klasifikasi 

aktiva bersih terikat dan tidak terikat serta indikator ke empat tentang 

perubahan kelompok aktiva bersih.  

2. RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai 

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan 

Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008. 

3. RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai 

Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/Menkes/SK/XII/2010. 

4. Secara keseluruhan, RSUD Kota Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 

45 ke dalam laporan keuangannya dengan baik. 

 

B. Saran 

1. Bagi RSUD Kota Yogyakarta 

RSUD Kota Yogyakarta diharapkan dapat terus mengikuti 

perkembangan peraturan penyajian laporan keuangan khususnya PSAK No. 
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45 dan ketentuan yang berlaku bagi BLU yaitu Pedoman Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 

76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang dapat diperbaharui 

kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman. 

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi di RSUD Kota 

Yogyakarta, sangat terlihat keterbatasan sumber daya manusia khususnya di 

bagian keuangan dan akuntansi, oleh sebab itu sebaiknya pihak manajemen 

RSUD Kota Yogyakarta menambah SDM pada bagian keuangan dan 

akuntansi agar dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang 

sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta meningkatkan kompetensi 

SDM mengenai penyajian laporan keuangan dan tidak bergantung 

sepenuhnya pada sistem akuntansi terkomputerisasi. 

2. Bagi Pemerintah 

Perlunya penyusunan sebuah Standar Akuntansi Balai Besar 

Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum dengan mengacu pada 

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi 

Akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi amanat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT PERIJINAN
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LAMPIRAN 2 

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA 
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Pedoman Wawancara Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi 

1. Mohon sebutkan dan jelaskan secara rinci format pelaporan keuangan yang 

digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

2. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

aktiva dan kewajiban dalam pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara 

rinci 

3. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

aktiva bersih terikat atau tidak terikat dalam pelaporan keuangannya? Mohon 

dijelaskan secara rinci 

4. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat perubahan 

kelompok aktiva bersih? Mohon dijelaskan secara rinci 

5. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian pada pelaporan keuangannya? 

Mohon dijelaskan secara rinci 

6. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi 

atas pendapatan dan beban? Mohon dijelaskan secara rinci 

7. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi 

atas pemberian jasa? Mohon dijelaskan secara rinci 

8. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

penerimaan dan pengeluaran kas? Mohon dijelaskan secara rinci 

9. Adakah hambatan pada penerapan penyajian laporan keuangan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Yogyakarta? Jika ada mohon dijabarkan dan berikan 

penjelasan apakah sudah teratasi atau belum 
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Hasil Wawancara Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi 

 

1. Mohon sebutkan dan jelaskan secara rinci format pelaporan keuangan yang 

digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

Jawab : Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 

menggunakan dua sistem akuntansi, yaitu sebagai entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan. Kalau sebagai entitas akuntansi, 

kami hanya melakukan pencatatan tapi tidak menerbitkan laporan 

keuangan sendiri, jadi yang menerbitkan laporan keuangan itu di 

Pemerintah Kota, kami hanya mengkonsolidasikan semua laporan 

atau pencatatan ke sana. Kalau sebagai entitas pelaporan, jadi 

kami menerbitkan laporan keuangan sendiri, yaitu terdiri dari 

neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

2. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

aktiva dan kewajiban dalam pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara 

rinci  

Jawab : Karena kita menggunakan dua sistem tadi maka kerjaan kita 

double, maka dari itu agar dapat mengefisienkan tenaga SDM, 

kami tetap memakai akun-akun yang sama antara yang kita 

gunakan untuk dilaporkan ke Pemerintah Kota (sebagai entitas 

akuntansi) maupun pelaporan yang kami terbitkan sendiri 

(sebagai entitas pelaporan). Coba nanti dilihat di laporan 
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keuangnnya akun-akun tersebut. Sepertinya hanya berbeda di sisi 

ekuitasnya. 

3. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

aktiva bersih terikat atau tidak terikat dalam pelaporan keuangannya? Mohon 

dijelaskan secara rinci  

Jawab : Kalau dalam hal ini kami belum mengklasifikasikannya ke 

dalam aktiva bersih terikat atau tidak terikat, karena seluruh 

pencatatan kami klasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat. Di 

samping itu, dalam kasus laporan keuangan kami ini, khususnya 

laporan keuangan Rumah Sakit sepertinya tidak ada akun 

transaksi yang dapat mengisi pos ekuitas terikat permanen 

maupun temporer. 

4. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat perubahan 

kelompok aktiva bersih? Mohon dijelaskan secara rinci  

Jawab : Sama seperti tadi saya jelaskan, kami belum mengklasifikasikan 

ke dalam aktiva bersih terikat permanen maupun temporer dan 

aktiva bersih tidak terikat. 

5. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian pada pelaporan keuangannya? 

Mohon dijelaskan secara rinci  

Jawab : Kalau klasifiksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian 

itu kita catat di laporan operasinal. 
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6. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi 

atas pendapatan dan beban? Mohon dijelaskan secara rinci  

Jawab : Jadi kita mencatat pendapatan di laporan operasional sebagai 

penambah ekuitas dan sebaliknya biaya sebagai pengurang. 

7. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi 

atas pemberian jasa? Mohon dijelaskan secara rinci  

Jawab : Kalau informasi pemberian jasa, kita mencatatatnya sebagai 

biaya yang kita keluarkan, jadi ada biaya operasional dan non 

operasional, dan itu dicatat di laporan operasional. Nanti rincian 

dari biaya itu juga ada di catatan atas laporan keuangan. 

8. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan 

penerimaan dan pengeluaran kas? Mohon dijelaskan secara rinci  

Jawab : Ya sudah jelas kita catat di laporan arus kas, rinciannya juga ada 

di catatan atas laporan keuangan. 

9. Adakah hambatan pada penerapan penyajian laporan keuangan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Yogyakarta? Jika ada mohon dijabarkan dan berikan 

penjelasan apakah sudah teratasi atau belum  

Jawab : Yang jelas tenaga SDM. Kalau masalah pengetahuan dan 

kemampuan penyusunan laporan keuangan tidak ada masalah. 

Hanya saja dengan SDM yang terbatas beban pekerjaan dirasa 

berat. 
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LAMPIRAN 3 

LAPORAN KEUANGAN  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2014 
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